| BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
“PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

; PERATURAN DAE}RAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
‘ NOMOR S TAHUN 2016 R

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH e
- KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN -

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : ,_bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)' o
SN . ";'Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat -
. Daerah perlu menetapkan ~Peraturan Daerah tentang =

" Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tlmor, ShmE

: Tengah Selatan o : o

Mengingat- : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Repubhk |

THE I '}‘Indonesm Tahun 1945; i :
2. .vUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang SR
. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II. Dalam Wilayah ~ . .

~ Daerah- daerah Tlngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan L

£ Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia =

" Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara' ‘

" Republik Indonesia Nomor 1655);
. 3.‘;;Undang—Undang Nomor 123 Tahun 2014 tentang“ U
" Pemerintahan  Daerah (Lembaran “Negara  Republik

e {;,Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran o
~ Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah' = . -

. diubah beberapa kali ' terakhir dengan Undang-Undang = -

© " Nomor 9'Tahun 2015 tentang ' Perubahan Kedua ‘Atas = =

. "Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang’ =~ =

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik -~ =

<. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran B
~ -+ Negara Republik Indonesia Nomor 5679); e
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang] ikl
' Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik’ Indones1a [ S
. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara_»,_.- o
Repubhk Indonesm Nomor 5887), S

_ Dengan Persetu_]uan Bersama S T e
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN b e

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN el e
' MEMUTUSKAN u

' Menetapkan ‘APERATURAN ' DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN _DAN.
. SUSUNAN  PERANGKAT  DAERAH ' KABUPATEN
- TIMOR TENGAH SELATAN.. 9< L e




~BABI .
KETENTUAN UMUM
Lo . Pasal 1 Vi h

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan. ;
" 1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. - e
.- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan
. Bupati adalah: Bupati Timor Tengah Selatan i :
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang: selanjutnya;dlsmgkat DPRD adalah
Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. . ‘
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu - kepala - Daerah - dan Dewan e A
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemermtahan N
~yang menjadi kewenangan Daerah. - = :
“;:"6.;Sekretanat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabupaten Tlmor Tengah
.~ Selatan. o e
7. Staf Ahli adalah Staf Ahh Bupat1 T1mor Tengah Selatan i :
8. Sekretariat Dewan Perwakilan ‘Rakyat Daerah yang: selan_}utnya dlsmgkat
- Sekretariat DPRD adalah Sekretanat Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
R Kabupaten Timor Tengah Selatan S “ - ‘ "
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tlmor Tengah Selatan o
10. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tlmor Tengah ‘ )
. Selatan sebaga1 unsur pelaksana Urusan Pemerlntahan yang menjadl E T
Tl kewenangan Pemermtah Daerah. - . i :
>.1'1._~,Badan-badan Daerah adalah Badan-badan Daerah Kabupaten T1mor Tengah
. Selatan sebagai unsur. penunjang Urusan Pemenntahan ‘yang ' menjadl‘
L kewenangan Pemer.mtah Daerah. SR
12. Kecamatan atau yang disebut nama laln adalah baglan wﬂayah dan Daerah
CweEn _kabupaten yang d1p1mp1n oleh camat. - L
.~ .13. Unit Pelaksana Teknis Dmas yang selanjutnya dxsebut UP’I‘D adalah unsur‘ . E
' pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan keglatan tekms operasmnal E
¢ - danfatau keglatan teknis penun_]ang tertentu. o gy
- 14, Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dlsebut UPTB adalah unsur
. pelaksana teknis Badan yang melaksanakan keglatan teknls operasmnal” B
. dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.- L
- 15. Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten yang. selanjutnya dlsebut SPDK adalah], o
. Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 16. Pusat Kesehatan Masyarakat ‘yang selanjutnya disebut Puskesmas adalahf‘ b
' Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada d1 Kabupaten Tlmor Tengah b
T -‘Selatan : 1 ~ . g5
. 17. Rumah Saklt Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkat RSUD adalah Rumah’ e
~ Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. = SR
18. Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah unsur Pelaksana Teknls Fungsmnalf G
. -Dinas. ... . EDa
< 19. Dinas atau Badan T1pe A adalah apablla has11 perhltungan n11a1 vanabel leb1hf e
-~ . dari 800 (delapan ratus). ~
20. Dinas atau Badan Tipe B adalah apabﬂa hasﬂ perhltungan mlal vanabel leblh e
S . dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus). :
- 21. Dinas atau Badan Tipe C adalah apabila hasil perhltungan n11a1 Vanabel leblh :
s dan 400 (empat ratus) sampa1 dengan 600 (enam ratus) L L
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH R
| . Pasal2 b o 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan orgamsaSI Perangkat Daerah Bupatl‘
memperhaukan asas sebagai berikut: . ¢ =

‘a. urusan pemenntahan yang menjadl kewénangan Daerah ‘
~ b. ;1nten31tas"y FRES T




PR A

Denga.n Peraturan Daerah 1n1 dlbentuk Perangkat Daerah dengan susunan s
: vsebagal berikut: S T R 5 e : L L
- a. Sekretanat Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan merupakan Sekretanat :
...+ Daerah T1peA ‘ o : - o
b.

100

11

. -efisiensi;
. efektivitas; s R O R T ¢
- pembagian habls tugas b CR e
rentang kendah SR et ey
tata kerja yang Jelas dan
. ;,_ﬂeksxbﬂ.xtas L

e f Pasa13

f\Sekretanat DPRD Kabupaten Txmor Tengah Selatan merupakan Sekretanat -

DPRD Tipe A;

- ;Inspektorat Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan merupakan Inspektorat :
- TipeA;dan .~ L : £ : T
Dlnas Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan terd1r1 darl S

1.

‘‘‘‘‘

”pemenntahan b1dang pendldlkan dan urusan pemenntahan bldang o
_kebudayaan; e s e e .
‘Dinas’ Kesehatan T1pe A menyelenggarakan urusan pemenntahan bldang

Do kesehatan

| Dmas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang T1pe A menyelenggarakan

urusan pernenntahan b1dang pekelj]aan umum dan penataan ruang, i

]Dmas Perumahan Rakyat - ‘dan - Kawasan Permulnman Tipe ;C i
| menyelcnggarakan urusan pemenntahan b1dang perumahan rakyat dan i

kawasan permuklman serta urusan pemerlntahan bldang pertanahan,

“Satuan Polisi Pamong PraJa Tlpe A menyelenggarakan ‘urusan i
” 'pemenntahan ‘bidang ‘ketentraman dan _ketertiban umum  serta |
perlindungan masyarakat dan urusan pemenntahan sub bldang o

. kebakaran; .

Dinas Sosial Tlpe A menyclenggarakan urusan pemcrmtahan bldang':‘w R

sosial;

-Dmas Ketenagaker_]aan dan Transm1g1‘a31 T1pe A menyelenggarakan.if }»,f . ,
urusan pemenntahan b1dang ketenagakexjaan dan urusan pemenntahan S '
. bidang transn'ugram, o « el e L

Dinas Pengendahan ‘(Penduduk dan Keluarga Berencana T1pe A

menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang pengendahan penduduk
‘dan keluargaberencana . e e TR ' ,‘ e
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tlpe A menyelenggarakan"
urusan pemermtahan bldang pemberdayaan masyarakat dan desa S S
Dinas 'Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak Tlpe Bf,
: menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang pemberdayaan i

, ’perempuan dan perhndungan anak ke ' 5 e .
Dinas = Ketahanan Pangan T1pe i A menyelenggarakan urusan
e pcmenntahan bldang pangan : L
12,
: pemerlntahan bldang hngkungan h1dup, R/ 5

Dinas - ngkungan . Hldup T1pe A menyelenggarakan urusan Lf:_”

LA PREEREE




e

X

i 22 D1nas Tanamanb Pangan : Hortlkultura dan Perkebunan TlpC AL

S - :[‘3. k"‘Badan Kepegawa1an Pendldlkan dan- Pelatlhan T1pe A "melaksanakan

T ‘Dinas PenanamanModal dan’ Pelayanan Terpadu Satu Pintu T1p < A‘ ‘

-é.'* Badan Daerah terdln dar1

e 13 Dmas Kependudukan dan Pencatatan ‘Slpﬂ_ 1pe A menyelenggarakan
S :urusan , pemerlntahan bldang adrmnlstras1 : kependudukan dan
| Af.pencatatansxpﬂ S | RS L e e

‘14. Dinas Perhubungan T1pe A menyelenggarakan urusan pemenntahan”yrf i
bldangperhubungan . o L
15. Dinas Komun1kas1 dan’ Informatlka Tlpe A menyelenggarakan urusan
e pernermtahan bldang komumkaSI dan mform tnka urusan pemenntahan,
: ‘bidang statlstlk dan urusan pemenntahan bldang persandlan, S e
16. 5D1nas Perdagangan, Permdustnan, Kopera31 dan Usaha M]kro Kecﬂ -
' Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrmtahan b1dang'
'_perdagangan, : urusan pemermtahan bldang permdustrlan urusan_{
pemenntahan bldang koperaSI dan usaha m1kro kecﬂ menengah .

‘menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang penanaman modal dan o

. pelayanan terpadu satu pmtu" - i ‘ o RS

18. Dinas Kepemudaan dan- Olahraga T1pe A menyelenggarakan urusan

i pemermtahan bidang kcpcmudaan dan olahraga, ‘ v b '

. 19. Dinas’ Kear81pan dan Perpustakaan T1pe A menyelenggarakan urusan
S ~pemer1ntahan bldang kear31pan dan urusan' pemx

s perpustakaan, DR e e :

' 20. Dinas Penkanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang‘ -

' kelautan dan penkanan, : o A o

21. Dlnas Panw1sata T1pe A menyelenggarakan urusan pemenntahan b1dang

menyelenggarakan urusan pemermtahan bldang pertaman sub urusan -
. tanaman = pangan, Sub urusan hortlkultura ! dan sub urusan v‘
:"_~perkebunan, dan - L LU s
23. Dinas Peternakan' dan Kesehatan Hewan Tlpe A menyelenggarakan e o
- urusan pemermtahan bldang pertaman sub urusan petemakan dan sub‘f-;‘
 urusan kcsehatan hcwan AT ‘ i T gt :

L Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tlpe A melaksanakan fungsl.
T penunjang perencanaan, L | =
. 2. Badan Penehtlan dan Pengembangan Daerah Tlpe A melaksanakanr =
i fungs1 penunjang penehhan dan pengembangan Daerah

- fungsi penunJang kepegawman pend1d1kan dan pelatxhan ‘ _
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah T1pe A melaksanakan fung31 S

- penunjang keuangan dan aset Daerah dan
- 5. Badan Pendapatan Daerah T1pe ‘A melaksanakan fung31 penunJang St
S keuangan sub urusan pendapatan Daerah o y el

| Pasal 4

(1) Selam perangkat Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 Kecamatan”.
dltetapkan sebaga1 perangkat Daerah k RO » : v :




(2) Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdln dan 2ot : _'

ca. - ‘»Kecamatan MoIIo Utara dengan Tlpe A
b, Kecamatan Fatumnasi dengan Tlpc A
c. - Kecamatan Tobu dengan Tipe A; -~
d.. Kecamatan Nunbena dengan Tipe A
e. Kecamatan Mollo Selatan’ dengan T1pe A
f Kecamatan Polen dengan T1pe A;
g Kecamatan Mollo Barat dengan Tipe A;
“h. Kecamatan Mollo Tengah dengan T1pe A
i.  Kecamatan Kota SoE dengan Tipe A; e
3 Kecamatan Amanuban Barat dengan T1pe A S
ko Kecamatan Batu Put1h dengan T1pe A ‘
L i Kecamatan Kuatnana dengan Tipe’ A ‘ ol
m. Kecamatan Amanuban Selatan dengan T1pe A;_, L
n. Kecamatan Noebeba dengan Tlpe Ao -
0. ' Kecarnatan Kuanfatu dengan T1pe A .
' p Kecamatan. Kualm dcngan Tlpc A; o
q. Kecamatan Amanuban Tengah dengan Tlpe A, S
. r; s .Kecamatan Kolbano dengan T1pe A e
s.  Kecamatan Oenino dengan Tipe A; :
t. Kecamatan Amanuban Timur dengan T1pe A j L
. ‘Kecamatan Fautmolo dengan Tipe A;
V. Kecamatan Fatukopa dengan Tlpe A
w. - Kecamatan KlE dcngan Tlpe A;
x. - Kecamatan Kot,0lin’ dengan Tlpe A N
oy ; ‘Kecamatan Amanatun Selatan dengan T1pe A :
z. . Kecamatan Bokmg dengan T1pe A; e
- aa. Kecamatan Nunkolo dengan Tipe A
bb._»_: Kecamatan Noebana dengan Tipe A;
cc. Kecamatan Santlan dengan Tipe A; | e
dd. Kecamatan Amanatun Utara dengan Tlpc A' e
"ee._ Kecamatan T01anas dengan Tlpe A; dan ol
ff.

Kecamatan Kokbaun dengan Txpe A'** i
IR Pasal5

) Ketentuan lebih lanjut mengena1 kedudukan susuna_n organlsa81 tugas dan :
S ffung31 serta tata kezja Perangkat Daerah dan umt kelja d1 bawahnya d1tetapkan
- -dengan Peraturan Bupat1 By o S S

. BAB III ke o
PEMBENTUKAN UPT D DAN UPTB ,,,,
- Pasal6 |

(1) Pada Dmas Daerah dan Badan Daerah dapat d1bentuk UPTD dan UPTB
. (2) UPID dan' UPTB sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) dibentuk denganv:‘j;:; et

'~ peraturan Bupau dengan persetujuan Gubemur untuk ‘melaksanakan sebagian =
_keglatan teknis  operasional dan/ atau keglatan tekms penunjang tertentu ST
perangkat daerah mduknya Q . ‘ g : e ‘




| Pasal 7

- (1) Selam UPTD sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD dlbldang

pendldlkan berupa SPDK. L :
(2) © SPDK sebagaimana . dlmaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendldlkan” e
: .formal dannonformal o v Sl e e

Pasals
(1) Selam UPTD sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 6, terdapat UPI‘D d1b1dang Vo
- kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Kabupaten sebaga1 S
unit organlsa81 ber31fat fungsmnal dan umt Iayanan yang bekerja secar |

A profesional. :
- (2) Rumah Sak1t Urnum Daerah Kabupaten sebagalmana dlmaksud pada ayat e

(1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah saklt dan tata | |
[ keloIa khms serta menerapkan pola pengeIoIaan keuangan badan layanan’_‘_.;i" =
umum Daerah | ; el R ‘ : ‘

BAB IV |
STAF AHLI
Pasal 9

.(1) Bupatl dalam melaksanakan tugasnya d1bantu 3 (tlga) orang Staf Ahh
" '(2) Staf Ahli sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdm dan .
~_a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 8
~ b. Staf Ahli Bidang Politik, ‘Hukum dan Pemenntahan, dan
R R o3 StafAhh Bidang Kesejahteraan. | - | ’ [ A,
= (3) Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahh sebagannana dunaksud pada ayat (1) L‘ G
RN d1tetapkan 1eb1h lan_}ut dengan peraturan Bupat1 S
" R . BABV
KEPEGAWAIAN
) o / Pasal 10 TR ‘ TR
‘ -Pejabat Aparatur Slpll Negara pada Perangkat Daerah dlangkat dan dlberhentlkan | e .
i oleh Bupat1 sesua1 dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan . o : L
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1 1

i Pada saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku o 4 : | £

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik d1bentuk sebaga1 orgamsa31 perangkat' 3

. 'Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai
. pelaksanaan urusan pemenntahan di b1dang kesatuan bangsa dan poht1k

diundangkan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas sampa1

dengan dibentuknya perangkat Daerah yang baru sesua1 dengan Peraturan:

- Perundang-undangan. R
‘3. Sekretariat Korps Pegawa1 Repubhk Indonesm tetap melaksanakan tugask?“j‘ E
sampai dengan dibentuknya perangkat Daerah yang baru sesua1 dengan LA e

. Peraturan Perundang-undangan.. =

4. Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sampal dengan S
(e _‘dlbentuknya perangkat Daerah yang baru sesua1 dengan Peraturan
Perundang—undangan X E it SR N R o




A a0 kf 7. Pelaksanaan tugas pokok dan fung81 perangkat Daerah‘ sebaga1mana dlatur":

5. UPTD dan UPTB yang sudah d1bentuk tetap melaksanakan tugasnya sampa1 o
' dengan d1tetapkannya Peraturan Bupat1 tentang pembentukan UP'I‘D dan UPTB‘ o
yang baru.
6. 'PeJabat yang ada tetap menduduk1 Jabatannya dan melaksanakan tugasnya o
~ sampai dengan d1tetapkannya pe_]abat yang baru berdasarkan Peraturan
- Daerah ini. ‘ S

~ dalam Peraturan Daerah 1m dllaksanakan mu1a1 tanggal 1 Januan Tahun 20 17
KE’I‘ENTUAN PENUTUP
ot Pasa112

Pada saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku maka T ' Lo
a. Peraturan Daerah Kabupaten ‘Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2007 :
. tentang Pembentukan Organisasi dan Tata- Kerja ‘Sekretariat Daerah dan =~
. Sekretariat Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah =
- . Selatan (Lembaran ‘Daerah Kabupaten Timor Tengah ‘Selatan Tahun 2007
- Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan‘
‘"~ Nomor  19) sebagalmana ‘telah d1ubah beberapa kali’ terakhlr dengan”,}'
‘ 'Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2015
. tentang Perubahan Kedua'Atas Peraturan Daerah | Kabupaten T1mor Tengah
Selatan Nomor 19 ’l‘ahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .- -
- Kabupaten Tlmor Tengah Selatan (Lembaran ‘Daerah ‘Kabupaten Timor = . =
~ Tengah - Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah e
_Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1); : el
“b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor. Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 L o
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja ‘Dinas-dinas Daerah =
Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran ‘Daerah Kabupaten Timor = e
Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah-
Kabupaten Timor Tengah Selatan‘ Nomor 20). sebagalmana telah’ diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun e
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor ’l‘engah‘:"_ff L
Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organlsas1 dan Tata -
- Kerja  Dinas- dinas Daerah Kabupaten Timor. Tengah Selatan (Lembaran
- Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan
- . Lembaran Daerah Kabupaten Timor- Tengah Selatan Nomor 12) SR S
- c. _Peraturan Daerah’ Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007}“
 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-badan Daerah = = '
Kabupaten - Timor. Tengah Selatan (Lembaran Daerah’ Kabupaten Timor " =
" Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran ‘Daerah S
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah -
“dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah- Kabupaten Timor Tengah
“Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan ‘Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ' (Lembaran
Daerah I\abupaten ‘Timor Tengah Selatan’ Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
N Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13), L L
d. _,Peraturan Daerah ~Kabupaten “Timor Tengah Selatan Nomor 3
" Tahun 2011 tentang Orgamsa51 dan. Tata Kexja Badan hctahanan I’dngan
. dan Penyuluhan - Kabupaten: Timor Tengah Selatan  (Lembaran Daerah
- Kabupaten Timor Tengah ‘Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lernbaran
Daerah kauupaten Tlmor Tengah Selatan Nomor 3) dan k B s A

-Jf\f




e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

b BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

/)\...r—'

KPAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH ELATAN,},

%
@\ ALMUN TABUN
LEMBA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 5

NOREG PERTURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05/2016.




I

Pemerintahan “Daerah | 'sebagaimana telah. dlubah beberapa “kali terakhlrr_j:‘ .
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

~ Daerah dibantu. oleh Perangkat Daerah yang terd1r1 dari unsur staf, unsur
' pelaksana dan unsur ‘penunjang.. Unsur. staf d1wadah1 vdalam sekretanat,
. Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemeri .
‘ dlserahkan kepada Daerah d1wadah1 dalam D1nas Daerah

. dlwadahl dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang ‘khusus melaksanakan
~ fungsi’ pembmaan dan pengawasan penyclenggaraan Pemenntahan Daerah
- diwadahi dalam 1nspektorat ‘Disamping  itu, pada Daerah Kabupaten juga
dibentuk Kecamatan sebaga1 Perangkat Daerah yang ber81fat kewﬂayahan

_ yang bers1fat sederhana dan 1ntens1tas t1ngg1
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- KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN .
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Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemenntahan Daerah et
dan peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 B
tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap -
pembentukan Perangkat Daerah yakni dengan pnns1p tepat fung81 dan tepat

- ukuran (nghtszzzng) berdasarkan beban kelja yang sesuai. dengan kondisi -
. nyata di masmg—masmg Daerah. Hal ini juga sejalan. dengan prinsip penataanj
. organisasi Perangkat Daerah yang ras1ona1 proporsmnal efekuf dan eﬁ81en31

_Berdasarkan Undang—Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang: -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah kepala :

Unsur pelaksana fung51 penunJang Urusan Pemerintahan Daerah

untuk melaksanakan fungsi koordinasi- kewﬂayahan dan pelayanan tertentu

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah ‘:rya1tu‘ adanya Umsan

Pemermtahan yang diserahkan kepada 'Daerah ' yang terdiri atas Urusan'

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan

- Wajib dibagi atas Urusan’ Pemerlntahan yang berkaltan ‘dengan- pelayanan
- dasar. dan Urusan Pemermtahan yang tldak berkaltan dengan pelayanan[;

e dasar

~beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada’":jyix "

k' Pembentukan Perangkat Daerah mempertlmbangkan faktor luasv'”_‘
wilayah, jumlah penduduk ‘’kemampuan keuangan daerah serta besaran

Daerah sebagai mandat yang wa_]lb dllaksanakan oleh se’uap Daerah melah:u

' Perangkat Daerah.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
~Cukup _]elas

N Pasal 2

_ Yang dlmaksud dengan asas “Urusan Pemerlntahan yang menJadl‘ R
' kewenangan Daerah” adalah Perangkat' Daerah hanya dibentuk
. untuk melaksanakan Urusan - Pemenntahan _berdasarkan, asas
. otonoml dan Tugas Pembantuan ?( g




~ R : Yang dlmaksud dengan asas’ mtenSItas adalah penentuan jumlah ,
dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban i
tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume
‘beban tugas untuk mendukung dan menun_]ang pelaksanaan Urusan e

R Pemermtahan e : i . < -

Yang dunaksud dengan asas eﬁ51ens1 adalah pembentukan S

Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandlngan tlngkat

o daya guna yang pahng t1ngg1 yang dapat dlperoleh ,

‘ | Yang dlmaksud dengan asas efektlwtas adalah pembentukan G
Perangkat Daerah harus berorlentaSI pada tujuan yang tepat guna
danberdayaguna : PR e e R A e

Hurufe S i\ e e e e PR

" Yang- dunaksud dengan asas pembaglan habls tugas adalah SRS

pembentukan Perangkat Daerah yang membag1 habis tugas dan A
fungsi. penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan .
- tidak terdapat suatu tugas dan fungsryang dlbebankan pada leblh S
P dan satu Perangkat Daerah : . g
Yang dlmaksud dengan asas rentang kendah adalah pembentukan ‘
Perangkat Daerah ~yang ‘membagi “habis ‘tugas dan fungsi
penyelcnggaraan pemenntahan kepada Perangkat Daerah dan tidak St
- terdapat ‘'suatu tugas: dan fungsx yang dlbebankan pada leblh dari
~ satu Perangkat Daerah : L
: Yang d1maksud dengan asas “tata ker_]a yang Jelas adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada ‘

Perangkat Daerah mempunyal hubungan kerja yang _]elas ba1k

L vertlkal maupun honzontal . o

U Yang dunaksud dengan asas’ “ﬂeks1b111tas adalah‘ pelaksanaan tugas} e

~ dan fungsi Perangkat Daerah dan un1t kexja pada Perangkat Daerah

memberikan ruang untuk - menampung tugas  dan fung31 yang .

diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang—undangan setelah "

Peraturan Pemenntah dltetapkan ot o
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. Cukup3elas.
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